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Abstrak 

 

Perubahan tarif layanan pendidikan tinggi, dan tunggakan yang dilakukan mahasiswa, 

menyebabkan timbulnya piutang mahasiswa bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbentuk 

Badan layanan Umum (BLU) pada Universitas X. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses terjadinya piutang mahasiswa, menilai keefisiensian kinerja piutang 

mahasiswa, dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, didukung analisis menggunakan rasio perputaran piutang dan rasio rata-rata jangka 

waktu pengumpulan piutang, berdasarkan data piutang mahasiswa tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013.  

Penelitian ini menunjukkan kinerja piutang mahasiswa masih belum efisien, nilai piutang 

mahasiswa mencapai 38% dari aset lancar, pemberian piutang kurang selektif, dan penagihan 

yang pasif. Kelemahan yang ditemukan, sistem tidak mampu menunjukkan umur piutang 

secara jelas, saldo kas untuk menutup operasional cukup tinggi, terhambatnya kegiatan 

operasional dan pembangunan, tidak konsistennya hukuman bagi pelaku penunggakan. 

Rekomendasi yang diberikan, lebih selektif dalam memberikan piutang, menambahkan menu 

umur piutang dalam sistem, bersedia mengorbankan biaya dan waktu pada saat terjadi 

piutang mahasiswa, lebih aktif dalam melakukan manajemen kas, menyusun pagu pemberian 

piutang mahasiswa, meningkatkan konsistensi hukuman berupa pemblokiran. 

 

Kata Kunci      :  Badan Layanan Umum, Piutang Mahasiswa, Manajemen Piutang, Prosedur 

Piutang, Kinerja Piutang, Faktor Piutang. 
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Abstract 

 

Higher education services of changes, and delinquent students, cause the onset of 

accounts receivable for the State Universities in form of the Public Service Agency at X 

University. This study aims to describe the process of student accounts receivable, efficiency 

performance student receivables, and factors that affect it. This research uses qualitative 

descriptive method, supported the analysis using receivables turnover ratio and average ratio 

on collection period receivables, data based on student receivables in 2011 to 2013. 

This research shows the performance of the students receivables performance is still not 

efficient, student receivables reached 38% of the current assets, receivable provision less 

smoothly, selective, and billing are passive. Weaknesses are found, the system is not able to 

show the age of accounts receivable clearly, cash balance to cover the relatively high 

operational, blocked the operational and development activities, inconsistency in punishment 

for perpetrators of arrears. Recommendations are given, more selective in giving accounts 

receivable, adds age in the receivables system, willing to sacrifice time and costs in the event 

of student accounts receivable, be more active in doing cash management, composed the 

student accounts receivable provision, improve the consistency of a blocking penalty. 

 

Keywords : Public Service Agency, Student Receivables, Receivables Management, 

Receivables Procedure, Performance Receivables, Receivables Factor. 
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BAB I : LATAR BELAKANG 

 

Demi menghasilkan Perguruan Tinggi bermutu, dibentuk Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PK-BLU), dengan syarat memiliki kinerja yang baik dalam hal pelayanan 

maupun keuangan. 

Penyelenggaraaan pendidikan tinggi dalam UU No. 12 Tahun 2012, tidak dikaitkan 

dengan tujuan komersial, serta berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. 

Berdasarkan hasil temuan mahasiswa, biaya UKT pada PTN BLU Universitas X pada 

tahun 2013, meningkat 60 persen dari tahun sebelumnya, dan berdasarkan data Universitas X 

per April 2013, sebanyak 5.261 mahasiswa, masih melakukan tunggakan Sumbangan 

Pengembangan Pendidikan (SPP) hingga 31 milyar rupiah. 

Permasalahan tersebut diduga dapat meningkatkan jumlah piutang sehingga dapat 

mempengaruhi kinerja piutang mahasiswa, karena dalam UU No. 12 Tahun 2012 disebutkan 

bahwa Perguruan tinggi wajib memenuhi hak mahasiswa melalui pinjaman tanpa bunga. 

Sehingga perlu dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan prosedur piutang mahasiswa, 

tingkat keefisienan kinerja piutang mahasiswa, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

piutang mahasiswa, melalui evaluasi manajemen piutang mahasiswa dengan studi kasus pada 

Universitas X. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

a) Bagaimana proses terjadinya piutang mahasiswa pada Universitas X ? 

b) Apakah kinerja manajemen piutang mahasiswa sudah berjalan dengan efisien pada 

Universitas X ? 

c) Faktor apa saja yang mempengaruhi piutang mahasiswa pada Universitas X ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

a) Mendeskripsikan proses terjadinya piutang mahasiswa pada Universitas X. 

b) Mengevaluasi tingkat keefisienan kinerja piutang mahasiswa pada Universitas X. 

c) Mendeskripsikan faktor-faktor yang memperngaruhi piutang mahasiswa pada 

Universitas X. 

 

1.3 Manfaaat Penelitian 

Sebagai media evaluasi bagi Universitas X atas kegiatan manajemen piutang mahasiswa 

yang berlangsung, untuk menentukan apakah pengelolaannya sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan dan kemungkinan pencegahan atas berbagai risiko piutang yang timbul. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Badan Layanan Umum dalam PP No 23 tahun 2005 pasal 1, adalah instansi 

pemerintah yang dibentuk guna menyediakan layanan berupa barang dan/atau jasa kepada 

masyarakat tanpa memprioritaskan untuk mencari keuntungan, serta dalam kegiatannya 

dilakukan berdasaran prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Tujuan BLU PP No 23 tahun 2005 pasal 2, adalah meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam rangka mamajukan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan 

bangsa dengan memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 

ekonomi, produktivitas dan, penerapan praktik bisnis yang sehat. 

Dalam PP No. 23 Tahun 2005 pasal 17 Ayat 1 disebutkan bahwa BLU dapat 

memberikan piutang sehubungan dengan penyertaan barang, jasa dan / atau transaksi lain 

yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. 
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2.1 Piutang 

Pengertian piutang menurut Siahaan (2010), merupakan klaim dari pihak yang akan 

memperoleh pembayaran (PTN BLU) kepada pihak yang memiliki kewajibannya membayar 

(Mahasiswa) yang pembayarannya secara umum dalam bentuk uang. 

Piutang menurut Weygandt et al., (2009:hal) terbagi menjadi 3 jenis yaitu piutang usaha, 

piutang wesel, piutang lain-lain. Menurut Tangkilisan dalam Laurita (2006), berdasarkan 

jangka waktu kreditnya suatu piutang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : Jangka Pendek 

(kurang dari satu tahun), Jangka Menengah (antara satu sampai dengan tiga tahun), dan 

Jangka Panjang (lebih dari tiga tahun). 

Untuk mengendalikan piutang dalam perusahaan, dipelukan kebijakan kredit. Lima 

dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis kemampuan pemohon kredit (Laurita, 

2006), yaitu : 

a) Karakter, memperhatikan  sifat pribadi, cara hidup, atau status sosial. 

b) Kapasitas, memperhatikan pendapatan di masa yang lampau dan juga keahlian yang 

dimiliki dalam usahanya. 

c) Kapital, membandingkan modal dengan kewajiban. 

d) Kolateral, mengukur besarnya aktiva yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang 

diberikan kepada pemohon kredit. 

e) Kondisi, memperhatikan pengaruh kondisi ekonomi secara umum terhadap 

kemampuan membayar pemohon kredit. 

Syarat kredit menurut Siahaan, (2010) dapat diartikan sebagai kondisi pembayaran kredit 

yang ditawarkan kepada pemohon kredit, yang meliputi periode kredit (dimulainya kredit 

hingga batas waktu yang ditetapkan) dan potongan tunai. 

Kebijakan piutang menurut Agustina, (2009) membutuhkan biaya dalam melakukan 

proses penagihan yang akan berpengaruh terhadap keuntungan dan juga mengurangi 

kepercayaan terhadap pelanggan. 

Teknik-teknik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan menurut Agustina (2009), dan 

Laurita (2006), menggunakan; media komunikasi, surat resmi, menagih langsung, 

menggunakan jasa penagih, dan hukum perdata. 

Menurut Weygandt et al., (2009:514) terdapat dua metode yang digunakan dalam 

akuntansi piutang tak tertagih, yaitu : 

a) Metode Penghapusan langsung (Direct Write-off Method), dalam metode ini piutang 

sudah dipastikan tidak dapat tertagih, maka kerugian piutang tersebut akan di bebankan 

pada beban piutang tak tertagih. 

b) Metode Penyisihan, merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan 

estimasi jumlah piutang yang tidak tertagih pada setiap akhir periode. Dasar yang 

digunakan dalam metode pencadangan dalam Weygandt et al., (2009:519) adalah Dasar 

Prosentase Penjualan dan Dasar Prosentase Piutang. 

     Menurut Weygandt et al., (2009:521), skedul umur piutang merupakan klasifikasi saldo 

piutang pelanggan berdasarkan lamanya waktu piutang yang tidak terbayar. 

Menurut Riyanto dalam Agustina (2009) disebutkan beberapa faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap besar kecilnya investasi dalam piutang meliputi : 

a) Volume Penjualan Kredit 

Tingkat penjualan secara kredit dari total penjualan yang dilakukan perusahaan. 

b) Syarat Pembayaran Penjualan Kredit 

persyaratan persetujuan kredit yang semakin ketat, risiko akan semakin rendah.. 

c) Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit 

Kebijakan penetapan batas maksimum atas kredit yang akan diberikan kepada 

pelanggan. 

d) Kebijakan dalam Mengumpulkan Piutang 
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Keaktifan suatu perusahaan dalam mengumpulkan piutang dengan mempertimbangkan 

biaya yang dikeluarkan. 

e) Kebiasaan Membayar dari Para Pelanggan 

Kecenderungan membayar dari masing-masing para pelanggan untuk melakukan 

pembayaran pada suatu periode. 

Resiko piutang menurut Agustina, (2009) muncul disebabkan tidak tertagihnya piutang 

sehingga menimbulkan credit cost (biaya kredit), biaya kredit tersebut meliputi : 

a) Kerugian akibat piutang macet 

b) Biaya proses penagihan lebih tinggi dari jumlah piutang 

c) Keterlambatan pembayaran piutang, sehingga mengakibatkan rata-rata jangka waktu 

penagihan menjadi lebih panjang. 

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut Hall (2009) adalah serangkaian prosedur 

formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada 

para pengguna informasi. 

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Rustam (2002), adalah bertujuan 

untuk; menyediakan informasi bagi pengguna, memperbaiki informasi yang dihasilkan, 

memperbaiki pengendalian akuntansi & pengecekan intern, mengurangi biaya klerikal dalam 

penyelenggaraan catatan akuntansi. 

Rustam (2002) menyebutkan bahwa Penagihan piutang dari penjualan kredit dapat 

dilakukan dengan cara, sebagai berikut :  

a) Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang atas penjualan kredit 

meliputi; Fungsi Sekretariat, Fungsi Penagihan, Fungsi kas, Fungsi akuntansi, Fungsi 

pemeriksa intern. 

b) Dokumen yang digunakan meliputi; Surat pemberitahuan, Daftar surat 

pemberitahuan, Bukti setor bank, Kuitansi. 

c) Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan menurut Rustam (2002) 

dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : 

i. Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah jatuh tempo kepada 

bagian penagihan. 

ii. Bagian penagihan mengirimkan tagihan piutang kepada debitur. 

iii. Bagian penagihan menerima cek dalam surat pemberitahuan dari debitur. 

iv. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang 

untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 

v. Bagian kas membuatkan kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. 

vi. Bagian kas melakukan penyetoran kepada bank, setelah cek dilakukan otorisasi 

oleh pejabat yang berwenang. 

vii. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. 

 

2.3 Pengelolaan Piutang BLU Menurut Peraturan 

2.3.1 Pendapatan 

 Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang pedoman 

akuntansi dan pelaporan keuangan BLU, didefinisikan bahwa pendapatan adalah arus masuk 

bruto yang mengakibatkan bertambahnya ekuitas bersih yang timbul dari aktivitas BLU 

dalam suatu periode, salah satu jenis pendapatan BLU adalah Pendapatan usaha dari jasa 

layanan 

 Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan : 
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a) Pengakuan Pendapatan usaha dari jasa layanan dan usaha lain, diakui pada saat hak 

untuk melakukan penagihan timbul ataupun saat layanan dilakukan, sehubungan 

dengan adanya penyerahan barang atau jasa kepada masyarakat. 

b) Pengukuran dicatat sebesar nilai wajar yang diterima ataupun yang dapat diterima. 

c) Pengungkapan setiap jenis pendapatan disajikan secara terpisah dalam laporan 

keuangan.dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

2.3.2 Piutang Usaha 

 Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 piutang usaha 

didefinisikan sebagai hak yang timbul atas terjadinya penyerahan barang atau jasa dalam 

rangka kegiatan operasional BLU. Karakteristik transaksi piutang usaha, yaitu adanya 

penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, kesepakatan pihak-pihak terkait, dan jangka waktu pelunasan. 

 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Piutang Usaha : 

a) Pengakuan Piutang usaha BLU; terjadi penyerahan barang/jasa namun belum 

menerima pembayaran, nilainya berkurang saat terjadi pembayaran ataupun 

penghapusan, penghapusan yang nilainya melebihi nilai yang dicadangkan maka 

selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian, apabila terjadi pembayaran 

setelah dilakukan penghapusan piutang maka piutang akan dimunculkan kembali dan 

pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. 

b) Pengukuran piutang usaha BLU, dilakukan dengan; Diukur sebesar nilai yang dapat 

direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih, 

perkiraan penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk berdasarkan daftar umur 

piutang atau prosentase dari pendapatan, penghapusan piutang tak tertagih dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c) Penyajian dan pengungkapan piutang usaha BLU, dilakukan dengan cara : Piutang 

usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok 

aset lancar, sedangkan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun disajikan dalam aset 

non lancar dalam neraca. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah 

seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. pengungkapan 

dalam CaLK. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan pada Universitas X, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

a) Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui 

wawancara dengan pihak terkait. 

b) Data sekunder, berupa data yang sudah tersedia pada objek, dalam hal ini data 

maupun dokumen keuangan. 

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan diantaranya : 

a) Dokumentasi, meneliti dokumen terkait dengan penelitian. 

b) Wawancara, melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber dan masih 

dalam batas lingkup permasalahan. 

Penelitian yang dilakukan berbentuk deskriptif kualitatif, merupakan penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, 

dan menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. 

Dalam melakukan analisis dengan perhitungan menggunakan rasio perputaran piutang, 

dan rasio rata-rata jangka waktu pengumpulan piutang. 
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Selanjutnya mendeskripsikan data hasil wawancara untuk mengetahui prosedur dan 

kebijakan piutang mahasiswa dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan 

piutang. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

 

4.1 Prosedur Piutang 

Piutang mahasiswa merupakan suatu bentuk tagihan pihak Universitas kepada 

mahasiswanya, piutang ini timbul akibat adanya pengajuan penundaan atas transaksi 

pembayaran kredit biaya kuliah pada setiap semesternya. 

Piutang mahasiswa terjadi pada saat jasa layanan pendidikan sudah selesai diberikan 

kepada mahasiswa setiap semesternya, namun kewajiban pembayarannya masih belum 

dipenuhi oleh mahasiswa, maka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, hal 

tersebut akan diakui sebagai piutang mahasiswa disemester berikutnya oleh pihak Universitas 

X. Sehingga apabila jasa layanan masih belum selesai diberikan setiap semesternya maka 

masih belum dapat diakui sebagai piutang. 

 

4.1.1 Prosedur Pengajuan Penundaan Pembayaran 

1. Mahasiswa yang mengajukan piutang membuat surat permohonan dengan alasan 

penundaan secara tertulis yang diajukan kepada Pembantu Dekan II. 

2. Pembantu Dekan II menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran (SPPP) dan 

memberikan persetujuan, selanjutnya SPPP didisposisikan kepada Pembantu Rektor 

II. 

3. Pembantu Rektor II mengirimkan disposisi SPPP kepada Kepala Biro Keuangan. 

4. Kepala Biro Keuangan menyerahkan disposisi kepada Kepala Bagian Anggaran dan 

Perbendaharaan. 

5. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan menyerahkan disposisi kepada Kepala 

Sub. Bagian PNBP. 

6. Kepala Sub. Bagian PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) menyerahkan disposisi 

kepada Bendahara Penerima. 

7. Bendahara penerima membuat Surat Rekomendasi rangkap 3, dengan ketentuan 

lembar pertama untuk mahasiswa, lembar kedua untuk arsip dan lembar ketiga untuk 

bank. Dalam surat rekomendasi tersebut diberikan ketentuan jangka waktu penundaan 

paling lama 3 bulan sejak kesepakatan dilakukan. 

8. Bendahara penerima menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Mahasiswa selaku 

pemohon penundaan pembayaran yang nantinya akan digunakan sebagai dasar 

penundaan pembayaran SPP. 

 

4.1.2 Prosedur Penagihan 

1. Bendahara penerima mengakses data piutang di UPPTI secara online dengan 

menggunakan password yang hanya diketahui oleh Ka.Sub.Bag. PNBP. 

2. Bendahara penerima meng-copy data tersebut dalam bentuk softcopy dan juga dicetak 

dalam bentuk hardcopy. Data yang diambil dari sistem online UPPTI oleh Bendahara 
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Penerima berisi mengenai Daftar Piutang Mahasiswa yang terdiri dari fakultas, nama 

mahasiswa, nominal piutang mahasiswa, dan saldo piutang akhir setiap mahasiswa. 

3. Piutang mahasiswa yang sudah melewati batas jatuh tempo oleh Bendahara 

Penerimaan akan dibuatkan surat penagihan sebanyak 2 rangkap, untuk mahasiswa 

dan arsip. 

4. Bendahara Penerima akan menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Sub. Bagian 

PNBP. 

5. Kepala Sub. Bagian PNBP mendisposisikan Surat Penagihan kepada Kepala Bagian 

Anggaran dan Perbendaharaan. 

6. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mendisposisikan Surat Penagihan 

kepada Kepala Biro Keuangan. 

7. Kepala Biro Keuangan mendisposisikan Surat Penagihan kepada Pembantu Rektor II. 

8. Pembantu Rektor II menandatangani Surat Penagihan yang dibuat oleh Bendahara 

Penerima, selanjutnya menyerahkan Surat Penagihan kepada Pembantu Dekan II di 

masing-masing fakultas. 

9. Pembantu Dekan II menyampaikan Surat Penagihan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan yang masih memiliki tunggakan pembayaran. 

 

4.1.3 Prosedur Pembayaran 

1. Mahasiswa menyetorkan sejumlah uang kepada bank, setelah itu bukti setoran yang 

didapat dari bank dan juga surat rekomendasi diserahkan kepada loket Universitas X. 

2. Loket akan melakukan validasi dan melakukan update kedalam sistem online yang 

terhubung dengan pusat UPPTI atas pembayaran piutang mahasiswa, dan 

menyerahkan kembali Bukti Pembayaran beserta dengan Surat Rekomendasi kepada 

mahasiswa untuk disimpan. 

3. Data pembayaran piutang mahasiswa yang telah diinput kedalam sistem online UPPTI 

secara otomatis akan tersimpan kedalam database yang diproteksi dengan 

menggunakan password yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan 

dalam lingkup universitas maupun fakultas. 

4. Selanjutnya pada Akhir semester Bendahara Penerima meminta akses untuk 

pengambilan data piutang mahasiswa menggunakan password yang hanya diketahui 

oleh Kepala Sub. Bagian PNBP, kemudian meng-copy file Daftar Piutang Mahasiswa 

kedalam bentuk softcopy dan mencetak dalam bentuk hardcopy untuk diserahkan 

kepada Bagian Akuntansi. 

5. Daftar Piutang Mahasiswa yang diterima oleh Bagian Akuntansi akan dibandingkan 

dengan Rekening Koran yang diterima dari Bank untuk dilakukan rekonsiliasi di 

bagian akuntansi. 

6. Selanjutnya hasil rekonsiliasi akan menghasilkan Rekap Piutang Mahasiswa yang 

pada akhir tahun akan dilakukan pencadangan sebagai bagian dalam penyusunan 

Laporan Keuangan tahunan Universitas X. 

 

Pelaksanaan usaha penagihan piutang yang dilakukan pada Universitas X bersifat pasif, 

karena hanya menggunakan media surat menyurat yang dilakukan pada setiap akhir semester, 

sehingga informasi tagihan kepada mahasiswa menjadi terlambat. 

Pihak Universitas X melakukan langkah antisipasi apabila mahasiswanya tidak kunjung 

melunasi piutang yang sudah melewati jatuh tempo, yaitu dengan memberlakukan peraturan 

tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester namun pelaksanaannya tidak 

konsisten karena diserahkan kepada masing-masing fakultas. 

Universitas X memberikan ketentuan jatuh tempo maksimum 3 bulan untuk melakukan 

pembayaran piutang sejak dilakukannya kesepakatan untuk melakukan penundaan. 
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4.2 Menilai Kualitas pelanggan 

Penilaian karakter, tidak dilakukan pengamatan secara khusus mengenai kondisi 

mahasiswa pada saat melakukan pengajuan penundaan pembayaran, akan tetapi dapat dilihat 

dari ketepatan waktu dalam pembayaran piutang. Penilaian kapasitas, hal ini tidak dilakukan 

kembali karena pada saat menerima mahasiswa sudah digolongkan berdasarkan kemampuan 

masing-masing. Penilaian kapital, hal ini tidak dilakukan kembali, karena sudah dilakukan 

pada saat menerima mahasiswa baru untuk menentukan golongan tarif layanan. Penilaian 

kolateral, tidak ada aset yang digunakan sebagai jaminan, namun jaminan yang digunakan 

adalah nilai dan juga ijazah. Penilaian kondisi, hal ini yang biasanya digunakan sebagai 

alasan utama dalam memberikan persetujuan penundaan pembayaran. 

Universitas X tidak memberikan pengamatan dan penilaian khusus  dikarenakan  

berdasarkan undang undang No. 12 tahun 2012, Perguruan tinggi tidak diperkenankan 

menghambat kegiatan perkuliahaan mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan, 

sehingga mahasiswa tetap harus melanjutkan perkuliahannya dalam kondisi apapun. 

Masing-masing golongan piutang mahasiswa dapat dibedakan berdasarkan lamanya 

jangka waktu tertagihnya suatu piutang, yaitu :  

a) Lancar, terjadi pada saat menunggu pembayaran dari BPPS/BPDN S2 dan S3. 

b) Kurang Lancar, terjadi pada saat piutang melewati ketentuan jatuh tempo 3 bulan, 

dengan realisasi pada semester selanjutnya 

c) Diragukan, jenis piutang ini pembayarannya lebih dari satu tahun dan diangsur tiap 

semester. 

d) Macet, merupakan jenis piutang yang jangka waktu penagihannya dibawah 4 semester 

atau lebih, biasanya akan diputuskan Drop Out. 

 

Langkah yang dilakukan dalam menyusun pencadangan piutang pada Universitas X 

adalah sebagai berikut : 

a) Langkah 1 : Klasifikasi seluruh data piutang mahasiswa berdasarkan masing-masing 

fakultas. 

b) Langkah 2 : Pengelompokan berdasarkan kualitas piutang kedalam golongan lancar, 

tidak lancar, dan diragukan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Universitas X 

c) Langkah 3 : Menjumlahkan nominal piutang mahasiswa per kualitas piutang di 

masing-masing fakultas. 

d) Langkah 4 : Menghitung cadangan piutang berdasarkan kualitasnya  di masing-

masing fakultas. 

e) Langkah 5 : Menjumlahkan seluruh hasil pencadangan piutang di universitas sebagai 

cadangan piutang, dalam menyusun Laporan Neraca akhir tahun. 

Jumlah seluruh piutang mahasiswa Universitas X pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 

37.823.063.134,00, dari nominal piutang tersebut dapat menghasilkan cadangan piutang 

mahasiswa untuk tahun 2013 sebesar  Rp. 8.697.960.800,00. 

Kewenangan Penghapusan tagihan berdasarkan pedoman pengelolaan piutang 

kemendikbud, mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan 83/PB/2011, bahwa 

kewenangan penghapusan piutang dalam BLU dapat dilakukan oleh : 

a) Piutang yang nilainya kurang dari Rp. 200.000.000,00 per penanggung utang, 

penghapusannya cukup dilakukan oleh Pemimpin BLU. 

b) Apabila nilai piutang per penanggung hutang diantara Rp. 200.000.000,00 hingga Rp. 

500.000.000 maka  kewenangan penghapusannya dapat dilakukan oleh Pemimpin 

BLU atas Persetujuan Dewan Pengawas maupun Pejabat yang ditunjuk. 

c) Sedangkan untuk piutang yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 per penanggung 

hutang dilakukan sesuai dengan peraturan penghapusan piutang negara yaitu pada PP 
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14 tahun 2005 yang isinya berupa ketentuan sebagai berikut; penghapusan nilainya 

dibawah 10 milyar penghapusannya dilakukan Menteri Keuangan, piutang yang 

nilainya diatas 10 miyar tagihannya akan dihapus oleh Presiden, sedangkan nilai 

piutang yang mencapai 100 milyar per penanggung hutang akan dihapustagihkan oleh 

Presiden dengan persetujuan dari DPR. 

 

4.3 Evaluasi Kinerja Piutang Mahasiswa 

4.3.1 Rasio Perputaran Piutang 

Sebelumnya dalam memberikan piutang Universitas X memberikan jangka waktu selama 

3 bulan bagi mahasiswa yang melakukan piutang untuk membayar, sehingga dalam satu 

tahun normalnya piutang dapat berputar sebanyak 4 kali. 

Dari hasil analisis rasio perputaran piutang dapat diketahui peringkat kecepatan 

perputaran piutang mahasiswa Universitas X per fakultas, diperingkat pertama berhasil 

dicapai oleh Fakultas Pertanian dengan tingkat kecepatan perputaran rata-rata 4,11 kali, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa kecepatan perputaran berlangsung normal karena rata-rata 

perputaran piutang mahasiswa masih diatas 4 kali dalam setahun, selain Fakultas Pertanian 

seluruh program studi yang lain tingkat perputarannya masih berada dibawah  4 kali, di 

peringkat kedua ditempati oleh Program vokasi dengan rata-rata 3,61 kali, pada peringkat 

ketiga oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan perolehan rata-rata perputaran 

sebesar 3,60 kali, sedangkan di peringkat 4 dan 5 ditempati oleh Fakultas ekonomi dan Bisnis 

dengan rata-rata perputaran 3,51 kali dan disusul Fakultas Peternakan dengan rata-rata 

perputaran 3,45 kali. 

Sedangkan rata-rata perputaran piutang mahasiswa pada peringkat 5 terbawah ditempati 

oleh Fakultas Teknik dengan 3,07 kali perputaran, Fakultas MIPA dengan 2,92 kali, Program 

Kedokteran Hewan dengan 2,90 kali, Program Teknik Informatika dan Ilmu Komputer 

dengan 2,56 kali, dan di posisi paling akhir dengan tingkat perputaran piutang yang paling 

lambat diantara program study yang lain ditempati oleh Fakultas Kedokteran dengan rata-rata 

perputaran piutang 2,53 kali. 

 

Peringkat Rata-rata Perputaran Piutang Mahasiswa tahun 2011 – 2013 

Peringkat Fakultas 
Rata-rata 

Perputaran 

1 Fakultas Pertanian (FP) 4,11 

2 Program Vokasi (VOK) 3,61 

3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 3,60 

4 Fakultas ekonomi dan Bisnis (FEB) 3,51 

5 Fakultas Peternakan (FAPET) 3,45 

6 Fakultas Hukum (FH) 3,28 

7 Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 3,27 

8 Program Pascasarjana (NON) 3,20 

9 Fakultas Perikanan (FPIK) 3,16 

10 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) 3,10 

11 Fakultas Ilmu Budaya (FIB) 3,09 

12 Fakultas Teknik (FT) 3,07 

13 Fakultas MIPA (FMIPA) 2,92 

14 Program Kedokteran Hewan (PKH) 2,90 

15 
Program Teknik Informatika dan Ilmu Komputer 

(PTIIK) 
2,56 
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16 Fakultas Kedokteran (FK) 2,53 

Sumber. Rekap Piutang Universitas X tahun 2011 -2013 

 

4.3.2 Rasio Rata-Rata Jangka Waktu Pengumpulan Piutang 

Pada peringkat pertama ditempati Fakultas Pertanian (FP) dengan rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 90 hari ( 3 bulan ) dalam satu 

tahun, kecepatan pengumpulan tersebut sesuai dengan ketentuan jatuh tempo yang ditentukan 

oleh Universitas X yaitu 90 hari untuk setiap piutang mahasiswa. 

Sedangkan fakultas selain Fakultas pertanian (FP) jangka waktu pengumpulan piutang 

mahasiswanya masih berada diluar ketentuan jatuh tempo yang ditentukan oleh Universitas X 

yaitu 90 hari, hal tersebut mengindikasikan bahwa selain Fakultas Pertanian seluruh 

penagihan piutang mahasiswa pada fakultas lain mengalami kemoloran dari jatuh tempo yang 

sudah ditentukan. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berada pada peringkat kedua dengan rata-

rata jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 104 hari 

dalam satu tahun.  

Program Vokasi (VOK) berada pada peringkat ketiga dengan rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 106 hari dalam satu tahun.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) berada pada peringkat keempat dengan rata-rata 

jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 107 hari dalam 

satu tahun.  

Fakultas Hukum (FH) berada pada peringkat kelima dengan rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 112 hari dalam satu tahun.  

Fakultas Peternakan (FAPET) berada pada peringkat keenam dengan rata-rata jangka 

waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 113 hari dalam satu 

tahun. 

Fakultas Perikanan (FPIK) berada pada peringkat ketujuh dengan rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 118 hari dalam satu tahun.  

Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) berada pada peringkat kedelapan dengan rata-rata 

jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 119 hari dalam 

satu tahun.  

Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) berada pada peringkat kesembilan dengan rata-rata 

jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 119 hari dalam 

satu tahun.  

Fakultas Teknik (FT) berada pada peringkat kesepuluh dengan rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 121 hari dalam satu tahun.  

Fakultas Ilmu Budaya (FIB) berada pada peringkat kesebelas dengan rata-rata jangka 

waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 121 hari dalam satu 

tahun.  

Fakultas MIPA (FMIPA) berada pada peringkat keduabelas dengan rata-rata jangka 

waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 129 hari dalam satu 

tahun.  

Program Kedokteran Hewan (PKH) berada pada peringkat ketigabelas dengan rata-rata 

jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 130 hari dalam 

satu tahun. 

Program Pascasarjana (NON) berada pada peringkat keempatbelas dengan rata-rata 

jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 141 hari dalam 

satu tahun. 
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Program Teknik Informatika dan Ilmu Komputer (PTIIK) berada pada peringkat 

kelimabelas dengan rata-rata jangka waktu pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul 

dalam waktu 143 hari dalam satu tahun. 

Fakultas Kedokteran (FK) berada pada peringkat terakhir dengan rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang mahasiswa dapat terkumpul dalam waktu 145 hari dalam satu tahun, 

hal tersebut menjadikan fakultas kedokteran sebagai fakultas yang memiliki pengumpulan 

piutang mahasiswa yang paling buruk dari yang lain. 

 

Peringkat rata-rata jangka waktu pengumpulan  

piutang mahasiswa tahun 2011 - 2013 

Peringkat Fakultas 
Rata-rata 

Pengumpulan 

1 Fakultas Pertanian (FP) 90 

2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 104 

3 Program Vokasi (VOK) 106 

4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 107 

5 Fakultas Hukum (FH) 112 

6 Fakultas Peternakan (FAPET) 113 

7 Fakultas Perikanan (FPIK) 118 

8 Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 119 

9 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) 119 

10 Fakultas Teknik (FT) 121 

11 Fakultas Ilmu Budaya (FIB)  121 

12 Fakultas MIPA (FMIPA) 129 

13 Program Kedokteran Hewan (PKH) 130 

14 Program Pascasarjana (NON)  141 

15 

Program Teknik Informatika dan Ilmu Komputer 

(PTIIK) 
143 

16 Fakultas Kedokteran (FK)  145 

Sumber. Rekap Piutang Universitas X tahun 2011 -2013 
 

4.4 Pergerakan Piutang Mahasiswa Untuk Tahun 2011 hingga 2013 

Piutang Mahasiswa pada Universitas X selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

nilainya selalu berubah-ubah, nilai piutang mahasiswa pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 

38.297.192.857,00 dari total pendapatan kredit sebesar Rp. 106.259.317.407,00, sedangkan 

nilai piutang mahasiswa pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 36.921.639.029,00 dari total 

pendapatan kredit sebesar Rp. 124.372.057.729,00, selanjutnya nilai piutang mahasiswa pada 

tahun 2013 adalah sebesar Rp. 37.823.063.134,00 dari total pendapatan kredit sebesar Rp. 

118.184.247.108,00. 

a)  Rasio Perputaran Piutang Mahasiswa 

Perputaran piutang yang berjalan pada Universitas X selama 2011 hingga 2013 secara 

keseluruhan masih belum berjalan efisien, namun pencapaian piutang terbaik di capai 

pada tahun 2012 yaitu 3,37 kali dibandingkan yang dicapai pada tahun 2011 dan 

2013, dapat dikatakan bahwa piutang mahasiswa sempat mengalami peningkatan 

kecepatan pada 2012 namun kembali melambat di tahun 2013. 
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Perputaran piutang mahasiswa Universitas X Tahun 2011 hingga 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rasio Rata-Rata Jangka Waktu Pengumpulan Piutang Mahasiswa 

Berdasarkan data yang diolah menggunakan rasio rata-rata jangka waktu 

pengumpulan piutang, secara keseluruhan rata-rata jangka waktu pengumpulan 

piutang mahasiswa masih diluar standar yang ditetapkan oleh Universitas X, sehingga 

dapat dikatakan pengumpulan piutang mahasiswa selama periode 2011 hingga 2013 

tidak berjalan dengan efisien, karena rata-rata jangka waktu pengumpulan piutang per 

tahunnya masih berada dibawah batas maksimum 90 hari yang ditentukan oleh 

Universitas X.  

 

Rata-rata Jangka Waktu Pengumpulan Piutang Mahasiswa  

Universitas X Tahun 2011 hingga 2013 
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4.5 Dampak yang Terjadi Akibat Terjadinya Piutang Mahasiswa 

Prosentase piutang mahasiswa dari total aset lancar Universitas X untuk tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 nilainya sebesar 32%  tahun 2011, 38% tahun 2012, 27% tahun 

2013. 

 

Prosentase Piutang Mahasiswa dari Total Aset Lancar 

  

 

2011 

 

 

2012 

 

2013 

 

Piutang Mahasiswa Rp. 38.297.192.857  Rp. 36.921.639.029  Rp. 37.823.063.134  

Total Aset Lancar Rp. 118.768.171.032  Rp. 98.415.473.308  Rp. 139.033.854.090  

% Piutang dari 

Total Aset Lancar 
32% 38% 27% 

Sumber. Laporan keuangan Universitas X  2009-2013 dan Rekap Piutang 2011-2013 

Dengan tingginya prosentase piutang yang mencapai 38% dari total aset lancar dan juga 

lamanya rata-rata jangka waktu penagihan pada tahun 2011 hingga 2013 berlangsung selama 

119 hari , hal ini dapat berdampak pada : 

1. Terhambatnya kegiatan pembangunan maupun operasional, karena harus menunggu 

pelunasan piutang dari mahasiswa yang akan terkumpul pada saat registrasi semester 

berikutnya. 

2. Mayoritas pengumpulan piutang mahasiswa masih berada diatas 90 hari, sehingga 

jumlah saldo kas yang diperlukan untuk menutup kegiatan operasional menjadi cukup 

tinggi. 

3. Performa keuangan (evaluasi kinerja) berdasarkan Perdirjen No. 36/PB/2012 pada 

periode penagihan piutang untuk layanan pendidikan dinilai menggunakan indikator 

sebagai berikut : 

Indikator  Periode Penagihan Piutang Layanan Pendidikan 

 

Periode Penagihan Piutang 

 

 

Skor 

< 10 Hari 15 

10-19 Hari 12 

20-29 Hari 9 

30-39 Hari 6 

40-49 Hari 3 

≥ 50 hari 0 

Sumber. Pedoman Penilaian Kinerja KeuanganPerdirjen Pb36/PB/2012 

 

piutang mahasiswa pada Universitas X untuk ukuran Badan layanan Umum 

mendapatkan skor yang paling rendah yaitu 0 (Nol). 

4. Mayoritas pengumpulan piutang mahasiswa dapat mempengaruhi surplus defisit dalam 

kegiatan pembangunan maupun operasional yang dilakukan pada masing-masing 

fakultas, oleh sebab itu manajemen harus ekstra dalam melakukan Manajemen Kas 

menggunakan prinsip subsidi silang antar fakultas sampai dengan keseluruhan jumlah 

kas yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan belanja. 

5. Sistem piutang mahasiswa yang berjalan masih kurang aktif seperti persetujuan tanpa 

proses seleksi yang tepat, pemblokiran hanya setiap akhir semester, pengaktivan kembali 

harus menunggu adanya pemblokiran yang hanya terjadi pada setiap semester, serta 

piutang diperlakukan sama dalam hal penagihannya. 
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4.6 Solusi  

Solusi yang dapat diberikan atas dampak yang timbul akibat terjadinya piutang 

mahasiswa : 

1. Melakukan seleksi dan pembatasan kuota, agar pemberian piutang bagi mahasiswa dapat 

tepat pada sasaran bagi pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan saja. 

2. Sistem piutang yang saat ini masih belum mampu memperlihatkan umur piutang 

mahasiswa, sehingga perlu untuk menambahkan menu reporting umur piutang pada 

sistem, untuk mempermudah dalam melakukan penagihan dan juga pencadangan. 

3. Lambatnya informasi pemberitahuan penagihan sampai kepada mahasiswa yang 

melakukan penundaan pembayaran, maka perlu digunakan media komunikasi penunjang 

yang lebih cepat seperti Email maupun layanan pesan singkat pada saat tiba jatuh tempo. 

4. Diperlukan ketegasan dan konsistensi dalam melakukan pemblokiran terhadap 

mahasiswa yang tidak tepat waktu dalam melunasi piutangnya, untuk mengurangi jumlah 

mahasiswa yang menunggak. 

5. Mengalihkan peminjaman piutang kepada Bank apabila melewati batas waktu jatuh 

tempo, dilakukan kerjasama dengan pihak Bank. 

6. Piutang yang sudah lunas maupun piutang yang sudah masuk dalam kategori macet harus 

segera dilakukan penghapusan untuk meningkatkan performa piutang. 

7. Menentukan pagu estimasi pemberian piutang, agar nilai piutang dari mahasiswa yang 

melakukan penunggakan dapat dikendalikan. 

8. Menentukan kemampuan daya beli atau tarif berdasarkan UU No.12 tahun 2012, bahwa 

tarif yang dibuat harus berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu melalui survey 

yang tepat. 

 

BAB V : PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Keunggulan, surat masuk dan keluar didisposisikan di setiap tingkatan oleh pejabat yang 

berwenang. akses sistem menggunakan password, adanya pemisahaan tugas antara pihak 

yang memegang uang yaitu Bendahara Penerima dengan yang mencatat yaitu Bagian 

Akuntansi, Pengendalian memalui rekonsiliasi Rekap piutang dengan Rekening koran 

dari bank. 

2. Kelemahan, penyeleksian penerima piutang mahasiswa kurang ketat, sistem tidak mampu 

menunjukkan umur piutang, penagihan hanya setiap akhir semester menggunakan surat, 

bukti setor dari mahasiswa tidak diarsip pada saat proses validasi. 

3. Kinerja piutang tahun 2011 hingga 2013 masih belum efisien, karena perhitungan rasio 

tidak mampu mencapai standar yang ditetapkan institusi. Kinerja berdasarkan Perdirjen 

No. 36/PB/2012, mendapatkan skor terendah yaitu 0 (nol). 

4. Kebijakan Universitas X yang dapat mempengaruhi nilai piutang; tidak adanya 

penyeleksian secara ketat, standar maksimum peminjaman terlalu lama, tidak ada batas 

pemberian piutang baik nominal maupun peminjam, kebijakan hukuman tidak di 

implementasikan secara konsisten. penagihanya tidak tepat jatuh tempo, kebiasaan 

mahasiswa dalam membayarkan hutang pada saat registrasi semester berikutnya. 

5. Kinerja pengelolaan piutang semakin menurun, sehingga mempengaruhi surplus maupun 

defisit dana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional maupun pembangunan. 

5.2 Saran penelitian selanjutnya 

Menambah lingkup penelitian sampai dengan tingkat fakultas, dan survey alasan 

penunggakan piutang berdasarkan dari keterangan mahasiswa secara langsung. 
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